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MOTTO 

 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 

sendiri” 

 

(QS. Al-Isra:7) 
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ABSTRAK 

 

 

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN MENGENDARAI MOTOR 

DENGAN KONSENTRASI TANPA ADANYA GANGGUAN (PASAL 

106 JO. PASAL 283) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 

TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

 

 
Oleh: 

ANDI WIJAYA 

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pelanggaran Mengendarai Motor 

Dengan Konsentrasi Tanpa Adanya Gangguan (Pasal 106 Jo. Pasal 283) Undang-

Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Penulisan 

skripsi ini di latar belakangi banyaknya pengendara sepeda motor yang melanggar 

aturan tersebut dan masyarakat masih memandang hukum sebagai petugas. 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penegakan hukum di bidang lalu 

lintas harus dilakukan secara efektif dan menimbulkan efek jera di masyarakat. 

Penelitian skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Pasal 106 Jo. 

Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di Kota Palembang dan Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam 

penegakan hukum Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang, Metode ini 

digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Bahan hukum diperoleh dari 

wawancara, kuisioner, dan studi kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitiam ini bahwa penegakan hukum pidana 

pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan belum berlaku sepenuhnya. Hal tersebut tersebut disebabkan faktor-faktor 

seperti faktor penegak hukum, seperti kurangnya personil, faktor sarana dan 

prasarana, kurangnya fasilitas dan faktor masyarakat. Kurang sadarnya 

masyarakat terhadap hukum, yang masih menganggap hukum sebagai petugas. 

Kepolisian hendaknya menambah sejumlah personil lalu lintas dan sarana seperti 

pos polisi dibeberapa tempat yang diduga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas 

agar dapat berjalan efektif. 

 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan berkaca dari 

kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, tentu saja 

membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan 

menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Pada bulan Juni 2009 

pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 Tahun 1992) digantikan dengan 

undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (UU No.22 Tahun 2009). Keberadaan aturan baru ini tentu saja untuk 

merespon perkembangan zaman serta angka kecelakaan yang semakin 

mengkhawatirkan. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi 

darat berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan. 

Hidup di dunia yang selalu bergerak dan mengalami perubahan secara 

terus menerus. Pemerintah melihat bahwa perkembangan zaman  menurut 

UU No.14 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai lagi. Aturan-aturan yang 

terdapat di dalamnya dianggap kurang spesifik, kurang terperinci dan terlalu 

umum. Misalnya berkaitan dengan pengendara sepeda motor. Tidak  ada 

yang menyangka bila laju pertumbuhan kendaraan bermotor sangat pesat. 

Pertumbuhan ini ternyata berbanding lurus dengan angka kecelakaan oleh 

pengendara motor. Dengan melihat data kecelakaan lalu lintas yang ada 

memang sulit untuk ditekan semininal mungkin. Namun bukan berarti tidak 
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ada cara dan upaya untuk meminimalisir terjadinya angka kecelakaan 

tersebut. 

Indonesia adalah termasuk negara berkembang di kawasan Asia yang 

memiliki jumlah penduduk yang besar mengakibatkan keadaan di sejumlah 

daerah semakin padat. Sistem transportasi merupakan elemen dasar yang 

berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan, sistem transportasi ini 

sebagai stimulus atau pemicu akan adanya perkembangan suatu kota. 

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 

UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.1 Sedangkan yang 

dimaksud dengan angkutan (transport) adalah kegiatan perpindahan orang 

dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan 

menggunakan sarana (kendaraan).2 Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan karena lalu lintas juga diakibatkan adanya 

kegiatan angkutan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan bahwa, lalu lintas dan 

angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, 

angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas 

dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta 

pengelolaannya. 

1 Abubakkar Iskandar, 1996, menuju lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib,Jakarta, 

Departemen Perhubungan Indonesia, hlm 11 

 
2 Suwadjoko P.Warpani 2002, pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan,Bandung, 

penerbit ITB, hlm 1 
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Dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan integrasi 

nasional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui lalu lintas tentu 

diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah juga pihak-pihak yang 

berwenang. Jika berbicara mengenai lalu lintas, tentu tidak lepas dari 

beberapa pihak yang turut serta dan terlibat dalam upaya menjamin 

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Salah satu pihak 

yang turut serta dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai 

penegak hukum hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam 

memahami apa yang hendak ditegakan. Sebagai aparat penegak hukum dan 

ketertiban umum, polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk diantaranya 

adalah melakukan beberapa patroli dan operasi lalu lintas/kendaraan 

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.3 Keberadaan tugas polisi 

tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang 

menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

adalah menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 

Demi mewujudkan adanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan 

kelancaran dalam berlalu lintas, dibuatlah suatu peraturan 

perundangundangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. 

Maksud pemerintah mengadakan perundang-undangan,  peraturan-peraturan, 

3  Kunarto, 1996, Merenungi Kritik Terhadap Polri, Jakarta, PT. Cipta Manungga,  hlm 

128 
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ketetapan dan macam-macam ketentuan terhadap lalu lintas di jalan raya, 

ialah: 

a. Mempertinggi mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan 

angkutan jalan raya; 

b. Mengatur dan menyalurkan secara tertib segala pengangkutan barang-

barang dan penumpang, terutama dengan kendaraan bermotor umum. 

c. Melindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau 

dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas, dikarenakan 

kendaraan-kendaraan yang sangat berat.4 

Adapun satu hal pokok dalam Undang-Undang Nomor 22  Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dibahas pada 

penelitian ini, yaitu tentang berkendara bermotor di jalan secara tidak wajar 

seperti menggunakan handphone yang menggangung konsentrasi dan dapat 

mengakibatkan kecelakaan dan bisa marugikan diri sendiri maupun orang 

lain. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, pada Pasal 106 telah diatur berkendara di jalan sambil 

melakukan aktivitas yang tidak wajar yang bisa mengganggu konsentrasi. 

Dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: 

 

 
 

4 M. Karjadi, 1975, Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Bogor, 

Politeia, hlm 11 
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1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda 

3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 

4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mematuhi ketentuan: 

a. Rambu perintah atau rambu larangan; 

 

b. Marka jalan; 

 

c. Alat pemberi isyarat lalu lintas; 

 

d. Gerakan lalu lintas; 

 

e. Berhenti dan parkir; 

 

Kaidah hukum yang telah berlaku universal, terdapat tiga isi kaidah 

hukum yaitu suruhan, larangan, dan kebolehan.5 Dalam pasal 106 

UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisi ketentuan yang 

menyuruh orang untuk melakukannya. Jika terjadi sesuatu pelanggaran 

dalam pasal 106 ini, maka berlakulah ketentuan pidana yang terdapat dalam 

pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi: 

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 

secara tidak wajar dan melakukan kegiaatan  lain  atau 

dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan 

konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud 

5    Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto,  1989,  Perihal  Kaedah  Hukum, 

Bandung, PT. Citra Aditya Bakti , Cetakan ke-5, hlm 34 
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dalam pasal 106 ayat (1 ) dipidana dengan pidana kurungan  

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling  banyak 

Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).” 

 
Pasal tersebut berisi ketentuan pidana pelanggaran. Pelanggaran 

seperti yang ada dalam Pasal 283 Undang-Undang Lalu dan Angkutan Jalan 

tersebut apabila terjadi, maka pihak yang berwenang menindak pelanggaran 

di jalan raya yaitu Polri atau PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) di bidang 

lalu lintas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 PP No.80 Tahun 

2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: 

“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 

serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan.6 ” 

Berdasarkan sumber yang didapatkan penulis, keharusan berkendara 

dilarang melakukan kegiaatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang 

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan raya. 

Sebagai contoh pentingnya berkendara dengan berkonsentrasi penuh tanpa 

melakukan kegiatan lain di jalan raya agar tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan dan tidak merugikan orang lain. 

 
 

6 1 angka 2, Peraturam Pemerintah Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan 

Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.80 LN. No. 

187 Tahun 2012, TLN. No.5346 



7 
 

 

 

 

 

 

Pelanggaran di bidang lalu lintas ditindak berdasarkan tata cara 

pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan dan pemeriksaan terhadap tindak 

pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.7 Kasus 

posisi dalam pandangan penulis adalah: 

1. Selama ini kasus seperti pengendara Go-jek yang sering berkendara 

menggunakan handphone belum ada tindakan dari pihak Kepolisian 

pada bidang Lalu Lintas, padahal sudah ada Undang-Undang yang 

mengatur. 

2. Selanjutnya contoh berikut seperti orang berkendara sepeda motor  

sering melakukan kesalahan ketika berada di lampu lalu lintas, mereka 

sering melewati batas garis zebra cross padahal sudah ada aturannya. 

Tetapi, jarang atau tidak sama sekali ada tindakan penegakan hukum 

oleh aparat Kepolisian 

3. Berikutnya banyak anak-anak dibawah umur yang sudah bisa 

mengendarai sepeda motor padahal belum cukup umur dan tidak 

memiliki Surat izin mengemudi. Hal ini dapat di tindak lanjuti oleh 

pihak kepolisian dan di tegakan aturan tersebut terhadap anak-anak yang 

di bawah umur yang berkendara di jalan raya. 

Penegakan hukum pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan masih belum berlaku sepenuhnya dikarenakan tidak 

menimbulkan efek jera masyarakat. Kondisi masyarakat di Indonesia pada 

umumnya, masih terdapat paradigma akan patuh kepada hukum itu jika 

 

7 Op.Cit., Pasal 24 ayat (1) 
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hukum itu dianggap sebagai petugas. Dengan kata lain masyarakat akan 

patuh kepada sesuatu peraturan dalam hal ini peraturan tentang lalu lintas 

jika petugas dengan siaga di lapangan yaitu Polri atau PPNS di bidang Lalu 

Lintas. 

Kondisi ini sesuai dengan pengertian hukum oleh masyarakat. 

 

Adapunn pengertian hukum menurut masyarakat8, yaitu: 

 

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan; 

 

2. Hukum sebagai disiplin; 

 

3. Hukum sebagai kaidah; 

 

Masalah berkendara melakukan kegiaatan lain atau dipengaruhi oleh 

suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi 

di jalan raya menjadi masalah hukum negara, apabila masyarakat tidak 

mematuhinya. Karena apabila dipatuhi dapat menimbulkan perbuatan pidana. 

Perilaku pidana ini berwujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau 

ketertiban yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui dan meneliti 

penyebab tidak patuhnya masyarakat terhadap aturan Pasal 283 Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk mengambil judul penelitian ini dengan judul “PENEGAKAN 

HUKUM PELANGGARAN MENGENDARAI MOTOR DENGAN 

KONSENTRASI  TANPA  ADANYA  GANGGUAN  (PASAL  106  Jo. 

 

 
 

8 R.Soeroso, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke-9, hlm 

39 
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PASAL 283) UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG 

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ” 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di Kota Pelembang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakan hukum 

pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No.22  Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 

Mengingat luasnya cakupan dalam menjawab permasalahan 

permasalahan di atas, maka diperlukan pembahasan pada suatu ruang 

lingkup. Untuk membuat cakupan penelitian ini terbatas hanya pada 

penegakan hukum di bidang lalu lintas dalam hal ini adalah penegakan 

hukum terhadap pelanggaran aturan keharusan berkendara dengan serius 

tanpa melakukan kegiatan lain yang bisa mengganggu konsentrasi dalam 

berkendara di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Palembang. 

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak 

dicapai agar penelitian tersebut dapat menemukan, menggambarkan, menguji 

kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan 

memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. 
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Berdasarkan hal diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Pasal 283 Undang-

Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 

Kota Pelembang 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam penegakan hukum Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang. 

D. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual atau definisi konseptual adalah pengertian dasar 

dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta 

pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan 

oleh penulis agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk 

mempermudah dalam menguraikan pengertian yang diteliti, Definisi-definisi 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum adalah setiap proses penegakan hukum, hukum  yang 

berperan untuk menegakan dan memastikan berfungsinya norma-norma 

hukum supaya setiap pelanggaran memiliki pedoman khusus untuk 

dapat diselesaikan dan ditangani secara humanity.9
 

 
2. Pelanggaran ialah perbuatan melawan hukum yang hanya dapat 

ditentukan setelah ada peraturan perundangan yang mengaturnya. 

 

9 Mastah, 2020. Apa Yang Dimaksud Dengan Perlidungan dan Penegakan hukum, 

(https://www.mastah.org.com diakses 20 September 2020) 

http://www.mastah.org.com/
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Pelanggaran tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara 

langsung kepada orang lain.10
 

3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau bentuk tingkah laku yang 

melanggar undang-undang pidana, oleh sebab itu perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa melanggarnya 

maka akan dikenakan pidana.11
 

4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau 

ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan jalan.12
 

5. Juncto adalah "dihubungankan/dikaitkan" dapat berupa undang-undang, 

pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, 

ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan "jo".13
 

E. Metode Penelitian 

 

Dalam suatu penelitian, Metode penelitian mempunyai beberapa 

pengertian antara lain logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur 

dan teknik penelitian, serta suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. 

 

 

 

 
 

10Faktor Hukum, 2020, Pengertian Pelanggaran dan Kejahatan, 

(https://faktorhukum.com diakses 20 September 2020) 
 

11P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya 

Bakti, 1996, hlm 7 

 
12Hukum Positif Indonesia, 2020, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

(https://rendratopan.com diakses 19 Oktober 2020) 

 
13Glosarium Online, 2019, Juncto, (https://glosarium.com diakses 19 Oktober 2020) 
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Metode penelitian merupakan faktor yang paling penting dan menunjang 

proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas.14
 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Sifat dan Materi Penelitian 

 

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

Empiris (sosiologis) yang bersifat Deskriptif. Penulis menggunakan 

penelitian deskriptif ini karena ingin memperoleh gambaran yang jelas 

dan memberikan data yang seakurat mungkin berkaitan dengan data dan 

fakta yang dijadikan sumber atau bahan menganalisis permasalahan 

guna mendapatkan jawaban tentang bagaimana Proses Penegakan 

hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum 

pelanggaran pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-undang No. 22  Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang. 

2. Sumber Data 

 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari  

sumber aslinya berupa wawancara maupun hasil observasi dari 

suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Penulis dalam rangka 

 

 
 

14Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 

28 
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mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Polresta Palembang 

sebagai tempat penelitian. 

b. Data Sekunder 

 

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan 

penunjang terhadap data primer yang berupa dokumen tertulis, 

peraturan perundang-undangan. 

3. Alat Pengumpulan Data 

 

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dengan cara: 

 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Reseacrh) 

 

Penelitian kepustakaan, yaitu pengkajian yang dilakukan peneliti 

untuk memperoleh informasi yang didapatkan melalui buku-buku 

ilmiah, karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan 

disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik media cetak 

atau elektronik relevan dengan permasalahan penelitian ini.15
 

b. Penelitian Lapangan (Field Research). 

 

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengaan 

melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait 

yaitu Polisi Lalu Lintas Polresta Palembang.16
 

 

 

 

 

 

 
 

15Samhis Setiawan, 2019, Studi Kepustakaan, (https://www.gurupendidikan.co.id diakses 

tanggal 26 Oktober 2019) 

 
16Widodo, 2017, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Depok, Rajagrafindo 

Persada, hlm 74 

https://www.gurupendidikan.co.id/
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4. Anlisis Data 

 

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian akan 

di analisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan 

secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 

sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya 

diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas. 

F. Sistematika Penulisan 

 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 

4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

 

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

 

Yang berisikan Uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi 

Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana serta Tindak 

Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang. 

BAB III : Pembahasan 

 

Yang berisikan tentang pelaksanaan penegakan hukum pidana 

pelanggaran tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana 
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pelanggaran tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota 

palembang. 

BAB IV : Penutup 

 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 
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